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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR (b TAHUN 2021

TENTANG

TATA LAKSANA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO,

bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 10, Pasal 27, Pasal 335,
Pasal 48, Pasal 71 dan Pasal 79 Peraturan Dasrah kota Mefro
Momor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Bam Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corone Vinis Thsease 20019
perlu dialur Mekanisme Pelaksanaan Banksi Administratif
Pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
bhuruf a diatas, maka perlu menelapkan Peraluran Walikola
tentang Tata Laksana  Penerapan  Sanksi  Adminiastratif
Petaluran Naerah Kola Melro Nomor | Tahun 2021 lenlang
Adaplasi Kebiasaan DBara Dalam Pencepgahan dan
Pengendaliath Cororet Vires Dhiseose 2019,

Undang-Undang Momor 4 Tahun 1984 tentang  Wabah
Penyvakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemmbaran Negara Bepublik
Indonesia Nomor 3272);

Undang-TUndang Nomor 12 Tahun 1999 tencang Pembetituloan
KEabupaten Dat 1T Way Kanan, Kabupalen Dat 0 Lampune
Timur dan Kolamadya Dal 1T Melro  [Lembaran Negara
FEepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahon
Lemnbsaran Negara Republik Indonesia Nomor 38235);

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun o 2007 tertange
Penangeulangan Bencansd  [Lembaran Negara Bepublik
Imdornesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Loembsran
Mepara BEepublik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomerintahan
Daerah (lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
2014 nomor 294, Tambahan  Lembaran Nepara Fepublike
Indonesia Nomor 3587) scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 20020
[Tembaran Negara REepublik [ndonesia Tabun 2020 Nomor
245, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
£373];
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Unlang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaarn
Kesehatan (Lembvaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2018
Nrewninr 128, Tambahan lembaran Nepara Eepuhlik Tndonesia
Momor G236);

Peraturan  Pemerintah  homor 40 Tahun 1991 rentang
Penanggulangsn Wabah Penvalkil Menular (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lemharan WNegara Republik lndonesia Nomor 34470

Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Prajs [Lembaran Negara Repuldik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tumbahun Lembaran Negara Repulbdik
Indonesia Nomor 62(05];

Foeiraiitian  Peiierintalh Noowor 21 Tabun 2020 londsuig
Pembatasan Sosial Berskaln Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19 [lembaran Negarn Kepubilk [Indoncsia
Tahiin 2020 Nomar 91, Tambahan lembaran Negarm Republik
I onesia Nomor 6487,

Peratiiran WMeiieil Dalam Nogeorl Nomier 28 Tanun 2020
lentlang Percepatan Penanganan Corono Vieds Disease 2019 di
Lingkungdn DPeanerintah Daerah  (Berite  MNegara  RBopublike
Indonesia 'ahun 020 Nomor 2449,

Peraturan Mentern Kesehalan Nomor 9 Taban 20020 fentang

Pereepatan Penanganan Corore Virgs Diseoase 2079 (Cowvid-19)
{Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomaor 326

Prratunin Menteri Kesehatan MNomor 949 Menkes,/ Per /2004
tenting Medoman Sislem Rewaspadaan Dinn Kejadian Laar
Binsa (KLB);

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor @ Tahun 20108 lentang
Pendngeuisngan  Penvakil  Menular dan Tidak  Menular
[Lembaran Daerah Kowta Meo  Tahun 2008 Nomor Y,
Tambahan Lembwran Dacrah Koty Melro Nomor 9);

Poraiulan Dacrdln kola Melo Nomoer 24 Tabiun 2006 lenlang

Pombentulan don Susunan Perangkal Daerah Kota Metro
[lembaran  Daerah kots Metro Toahun 2016 Nomor 24
Tamhahan Lembaran Dacrah Nomor 24) schagaimana telah
dinhah dengan Perafuran Dacrsh Kot Metro Nomor 9 Tahun
2019 |Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor Y.
Tambahan Lembaran Dacrabh Kota Motro Nomor 9);

,Peraturan Dacrah kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Adaptasi  Kebiasaan Baru  Dalam DPeneegahan dan
Pengendalian Coronn Viees Diseose 20019 [lembaran aerah
Kola Melrg Tahun 20271 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Dasrah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSHAN =

: TATA LAHKSANA PENERAPAN SANHKHSI ADMINISTRATIF

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ADAFTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRL'S DISEASE 2019.
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BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
.

~]

i 8

6.

[Facrah adalah Kota Welro,

Pemerintak Daerah adalah Walileota Sebagai  unsur  Penyelenggaria
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonoim.

Walikola adalah Walikota Metro.

Perangkal Taerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan erwakilan
Rukyvdal Daerah dalam Penyelenggarasn urusan pemerintah yang menjacdi
kewenangan Tlaerah.

Kepolisian adalah Kepalisian Kegara Repubhk Indonesia,

Tentura Nasional Tndonesia yvang selanjutnya disinglkat TNI adalah Tentara
Nasional Indonesia,

Saluan Polisi Pamong Praja vang sclanjutnya disingkal Salpol PP oadalah
Saluan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

Penvidik Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalab Pegawsi
MNegerl Sipil Eola Metro yang diberi tugas mclakulkan penvidikan terhadap
pelanggaran atas kelentuan Peramuran Daerah sesual dengan Peraturan
Perundang undsngan.

Coronoa Virus Disease 20009 vang selanjuinya  disinglat COVID-19  adalah
penyakil mleksi saluran pernafasan akibat dari severe acute respiratory
syndrome viris corora vang  lelah menjadi pandemi glohal herdasarkan
penetapan dari organisast kesehatan dunia {World IHealth Organization] dan
ditetapkun scbapai bencana non alam  nasional herdasarkan  Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 letlang Penelapan Bencana Non Alam
Penyebaran Cerona Virus Drsease Tahun 2019 [(COVID-19] sebagal DBencana
Nasional.

Adaptasi  kebiasaan barm  adalah  penvelenggaraan  aktivitas  schar hard
mencangkup  sosial, budava dan ekonomi masvarakar dalam mendukung
masyarakal produktil dan aman COVITI- 19,

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upava yvang
dilalkkulan oleh Pemerintah Daerah dan masvarakal aniik menghindari atan
mengurangs  resiio, masalah dan menangealang  dampak beeak akibat
COVID-19 wvane ditunjuklkan untuk melindungi masvarakal dari penularan
COVID-19, menurunkan jumlab vang sakic dan/ataoe meninggal dunia, sera
untuk mengurang danpak sosial dan ekonomi akibal COVID-19,

‘andemi adalah wabah penyakit yang menjanghkill banyvak negara di dunia.

Kesehataon adalah kondisi scorung jiwa duan rapanva dalan keadsan stabil
sehingga menimbullean untuk hidup produleif sceara sosial dun ckonomi.

Protokol kesehatan adalah  langkah-langkah dan (ata cara penanganan
kesahalan dalam mencegah dan mengendalikan COVITY- 149,

Perilalu  kesehatan adalah pela perilaku, tindakan dan kebiasaan vang
berhubungan  dengan pemebharsan kesehalan,  pemnuliban kesehatan,
peningkatan leschatan.

Temnpal Keramaian ddalah tempdl berkampalnya orang dalam beraktivitas,
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Fasililas adalah fasilitas vang diadakan untuk kepentingan umuam.

Tutanan Normal Baru adalab apaya pemeringah dalam bentluk sualu kehijakan
sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam situasi pandemi COVID-19 di Keta
Metro.

Penegakan hukum administrast adalab findalkan hukum secara preventif dan
represil untuk mencgakan peraluran Perundang-undangan pada keadaan
konkrit,melaiui kegintan pengawasan dan pengenaan sanksi administratit,

Sanksi Administratif adalah sanksi vang dikenalen terhadap pelahggaran
administratit atau ketentusn peraluran yvang bersifat administratif yang dapat
berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara,
denda administratif atau dava paksa paolisional.

NDenda adalah biayva vang dibebankan kepada pelanggar kewajiban  dan
larangan dalam peraturan daerah merupakan penerimasn daerah dan harus
disetorkan ke rekening kas Umuin Taerah,

Sural Ketetapan Sansi Administratil vang selanjutnya disinglaat SKSA adalah
sural tanda buktl pelanggaran vang memuatl indentitas pelanggar, ketentuan
pasal vang dilanggar, bosarsnnya biava penegakan peraturan dacrah tindakan-
tindakan wang harus dilakulkan oleh pelanggar, hatas wakio pemenuhan
sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tdak terpenuhi yang ditendatangani
aleh tim penegnkan peraturan daerall,

BAE 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah .

i

Sebagal dasar, pedoman dan rujukan dolam pengenaan sanksi administratit
ierhadap pelanggaran protokol keschatan dalam ranghka adaptasi kebiasaan
ham dalanm pencegahan dan pengendalizn COVID-19;

Pengenaan sanksi  administratid  scbagaimana dimaksud  pada huarut a,
didasarkan padsa kriteria ;

1]  dampak yvang ditimbulkan akibat pelanggaran prolokol kesehatan vang
menimbulkan penyebaran dan penularan COVID- 19,

2] ancaman bahaya terhadoap kesehalan masvarakal;

31 tidak tersedianys sarana dan prasarans pencegahan dan penanggulangan
dampak COAVID 10

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk

.

meningkatkan  kepatuhan masyarakal, pemilik,  pengelola dan/atan
pehanggung jawab useahs dandatao kepiatan terhadap ketentuan mengenai
penerapan protokol keschatan dalam pencegahan penyebaran COVITI-19; dan

memhberi heban hukum dan elel jerd bagh masvarakal yang melanggar protokol
kesehatan serta adaptasi kebissaan baru dalam pencegahan dan pengendalian
CARITY- 19,

BAR III
RUANG LINGKUP

Fasal 4

Euang Lingkup Peraluran Walikola Ini terdiri dart ¢

Fi.

Jenis Pelanggaran;
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Sanksi Administrarif;
Melmanisme Pelaksanaan Penerapan Sanksi Admnisiratil;
Kewenanesan dan Pendelegasian Pemberion Sinbksi Admirisiralil,

BAE IV
JENIS PELANGGARAN

Pasal 5

Pelangparan orang perorangan yang dikenakan sanksi administratif dalam
penvelengearsan  adapiasi kebiasaan  barn dalan pencegahan  dan
pengendalian COVID-192 vaitu tidak menggunakan masker di ruang publik.

Fuang puhblik sebagaimana dimaksud pada avat (1] meliputi
4. sekolah dan/ataa institnsi pendidikan dan pendidikan Tauninys;

b, lempal kerja/kantor,
c. [asilitas pelavanan kesehatan;

d. tempat usaha dan fasilitas umum, melipufi :
1} kawasan wisaln floate /Karaoke;

2} holelf motel/ penginapan / guest house;
3 salon/spa;
4} restoran/rumah makan fusaha sejenis;

5]  tempal  penvelenggaraan kegiatan  hiburan/penyelenggaraan
perlemuan/ konlerensif pameran;

] pabrik/indusing

71 mal/pasar madern fsupermnarket/ minimarket / pertolooan fusaha
sejernis;
8 pasar tradisional;
5] pekerjaan konsirksi; dan
1) usaha lainhya,
e, rumah ihadah;
[ tempat kegiatan sosial dan budaya;
g, moda transporiast,

Pas=anl &

Jenis  pelanggaran  bagi pemilik, pengelola dan/atau penangeung jawab
kepiatan/usaha yang dikenakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan
adaptasi kebiasaan bara dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19, meliput

il.

tidak dilaksanakannya protokol kesehatan saat proses pombelajaran oleh setiap
pinpinan satuan pendidikan;

tidak dilaksanakannya protokol kesehatan saat kegiatan keolahragaan oleh
setiap penvelenggara kegiatan keolahragaan,

tidak dilaksanakannya protokol kesehatan di tempal wisata oleh penanggung
Jawaly tempal wisata/ penmisaha pariwisata;

Lidak dilaksanakannva protokol kesehatan di moda transportasi olch setiap
penanggung jawah,/ pemilik usaha transportasi;

tidak dilaksanakannya protokol kesshatan dalam leegiatan sosial budayn lainnya
sepert seni budaya, upacara adat, pemikaban, khitanan, akikah, svukuran,
poimakaman dan kegintan scjenis vang dapat mengumpullean masss,
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Pasal 7

Pernbultinn lerjadinya pelangguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 didasarksn pada ;

=
h.

.

el

(1]

[2]

[Hasil Pengawasan
[asil Pengaduan Masyvarakat atau Hadan Hukum dengan disertai bukls;

Tidak dilakukannyn leewajibun  sebagaimana  vang  diperintahkan  oleh
Veraluran Daerah:

Hasil pelaksanaan Operasi Penerapan Prowokol Kesehatan COVID 19,

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal B
Setiap orang yvang melangear kerentunn dalam Pasiad 5 avat (1} dikenakan

sanksi administratf berupa
A, teguran lisan,
k.  meguran tertulis
kerja sosial dengan membersihkan [asilitas vmung;
denda sdmindstralil sesuai dengan ketentuan wang berlaku;
e, daya paksa polisional.
Dagi kegiatan usaha, pengeloly, penvelenggara atan penanggung jawab tompat

dan fazilitas umum vang melangegar ketentuan dalam Masal & dikenakan
sanlksi administratif berupsa :

a. teguran lisan;
b, feguran lertulis;
e, denda administratil sesua dengan kelentuan yang harlalku;
i, pembubaran kegiatan,
e,  Penghentian semnenlara kegiatan;
Pembekuan sementara izing

g. Pencabutan izin.

Paszal 9

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dinaksud dolam Pasal 8 dilakulan
denpan kelenlwan :

.

Secant langsung vailu penerapan sanksi diberikan secara langsung di tempat
Lerjadinya pelanggaran.

Bertahap yailu penerapan sanksi yang didahulul dengan sanksi administralil
vang ringan hingga sanksi vang terberatf.

Kumulatil yailu penerapan sanksi yang dilakukan dengsn menggabunglan
bebwrapa jenis sanksi administratit pada satu polanggaran,

MNon Disloiminatif waitu penerapan sanksi dikenakan kepada semua orang
vung melaliukan pelanggaran lanpa membedakan statusnya.
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BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

I'engenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib keschatan dalam
pelaksanaan adaptasi kebinsaan baru dalam pencegahan dan pengendalian
COVID-19 ditetapkan dalan bentuk ShisA,

SKS8A sehagaimana dimalssud pada ayal [1] dirandatangani olch perugas dan
pelanggar, dibuat dalam rangkap 2 (dus) yang terdiri dari 1 (satu] rangkap
diberikan kepada pelanggar, 1 {satu] rangkap disimpan/disampaikan kopada
Kepala Satpol PR

Setiap pelanggar vang diberikan SESA wajib dicatat dalam buku regster
pelanggar.

Format 8K5A sebagaimana dimaksud pada geat 1] tercantum daLam Lam_lpiran
vang merupakan bagian yang tdak terpisahkan dar Peraturan Walikola ini.

Pasaal 11

Penerapan sanksi administratif scbapgaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1)
flilaksanakan dengan fafa cara scbagal berikun

L.

Berdasarkan herita acara pemeriksaan ditempat, Tim Pelaksana Pencgaloan
Perda dapat memberiloan peringatan kepada seseorang untule segera mentaati
Frotokol kesehatan scsuai dengan keteniuan vang berlako;

Apabila setelah diberikan peringatan sebagmimana dimaksud pada hurof a,

seaeorang tetap melakukan pelanggaran protokol keseharan maka sesuad

dengan ketentuan yvang berliku, dapal diberikan sanksi berupa -

1)  kerja sosial dengsn membersibkan [asilitas amum di lokasi terjadinya
pelanggaran sclama 90 (sembilan puluh) menit untuk 1 {satu] kali
pelanggaran,

21 kerja sosinl dengan membersibkan lasilitas umum di lokasi ferjadinga
pelanggaran sclama 120 [seratus dua puluh) menit untuk pelanggaran
berulang schanvak 2 [dua| kali.

Pelanpgar yvang dikenskan sanksi kerja sosial sebapaimana dimealesud pedi
huruf b wadib memakai atribul yang hertuliskan “Pelanggar Protolinl Kesehatan
CONVILD - 19

Apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial sebagaimana
dimaksud pada huruf b, maka selanjuinya sakan dikenakan denda
administratif scsual ketentuan vang berlaku,

Pembayaran denda administratil sebagaimana, dimaksud pada huraf d dapat
dilakultan sccara tunal atau secara non Lunad.

Pembayaran secara tumea dapat dilakukan oleh pelangoar kepada petugas vang
ditunjuk di lokasi teradinga  pelanggaran,  selanjuithya pelanggar  akan
menerimd surat Tanda Terima Pembayaran Denda;

Format blanke Tanda Terima Pembavaran Denda iercanmim dalam Lampiran
yang merypakan bagian yang tidak terpisahlkan dari Peraturan Walikols ind;

Sctiap wvang denda yvang diterima petugas secara lunai dicatal dalam Thiku
Penerimaan Denda dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Taerah;

Apabila pelanggar memilih melakukan pembayaran secara non funaiymaka
akan dilakukan penahanan Karlu Tanda Penduduk yang alcan dikembalikan
setelah pelanggar menunjukkan bukti pembayaran denda;



jdih.metrokota.go.id

lz.

Apabila denda sebagaimana dimalsud  pada hural d tidak dibayar oleh
pelanggar, maka pelanggar dapat dikenalkan sanksi daya paksa polisional
sesuai ketentuan yang berlalko;

Penpenaan  sanksi  administralil berakhir  sefelah  pelanggar  memenuhi
ketentuan prowkol kesehatan vang dilanggar,

Pasal 12

Penerapan sanksi administratil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2
dilaksanakan dengoan mekanisme sebagal herikuf

A,

.

.

TIl.

Derdasarkan berita acara pemeriksgan ditempat atau alat bukd lain yvang
dapat dipertanggungiawabkan  sebagai  tindak  lanjut don  pengawasan
dan/atau pengaduan, Tim [Menegakan Peraturan Daerah dapat memberikan
peringatan kepada peoulik,  pengelola dan/atau penanggung  jawab
kegintan/usaha untul scgers melakukan penvesuaian pelayanan  dalam
penvelenggaraan adaptasi kebiassan  baru dalam  peneegahan  dan
pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila setelah diberikan peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimalkesud |
pada huruf a, pemilik, pengelols dan/atau penanggung jawah kegiatan/usaha
letap melakukan pelanggaran, malksa sesual dengan ketentuan vang berlaku,
dapat diberikan sanksi pembubaran kegiatan;

Pembubaran kegiatan scbagaimana dimaksud pada huruf b diberikan
hersamaan dengan pengenasn denda adminisiratit sesual dengan ketentuan
vang berlaku;

Pembayaran dends administralil sebagaimana dimaksad pada huruf o dapat
dilakukan secara tunai atau scodard non tuna,

Pembayaran secara tunad dapat dilakukan oleh pelanggar kepada petugas yvang
ditunjule i loleasi  tegadinve  pelangearan, selanjutnya. pelanggar  alean
menerima surat Toanda Terima Pembayaran Denda;

Formal blankoe Tanda Terima Pembayaran Denda tercantum dalam Lampiran
yunyg merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Uing denda yange diterms pelupas secara Tunag dicaal  dalam Bukn
FPenerimaan Denda dan diselorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;

Apabila pelanggar memilih melakukan pembayaran secara non nai, maka
alean dilakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk sang akan dikembalilean
si:telah pelangear menunjuklan bukl pembayaran denda;

Apabila denda sebagaimana dimaksud pada hurut d fidak dibavar oleh
pelinggar, muabka pelanggar ahan dikenakan sanksi penghentian sementara
lermmiatan selaims 3x24 jamn ;

Dalun hal pelangpar letap melakukan  pelanggaran  setelah penghentian
sementara koglatan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi pembeluan
sementard izin scliuna 14xdd jam;

Pencabutan izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran
setelah pembelkuan sementara i=in dilakukan;

Apalila crang aiau hadan usaha telah memulibkan kondisi sesual dengan
ketentuan yang berlaku schagaimana dimalesud dalam ketenluan keputusan
sanksi sdministrasi maka pemilik, pengelola danfalan penangging jawahb
kesiatan S usaha harus menvampaikan laporan kepada Kasatl Pol PR

Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada hurat h ditindaklanjuti  dengan
pemeriksaan vang hasilnya dituangkan dalam Derita Acara Pemeriksaan;



r

jdih.metrokota.go.id

I1.

(L]

(2]

{3

()

(1}

(2]

Apahila hasil herita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada hural i
menyalakan bahwa vang bersangkutan telah memulihkan  kondisi scesua
dengan ketentuan yang berlaku sehaganimana vang dimaksud dalam ketentuan
keputusan sanksi administratif, maks Kasal Pel PP menghentikan pengenaan
sanlesi adminislralil;

Penghentisn pengenaan sanksi administratif schagaimana dimaksud  pada
huruf k dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratil berupa pencabufan
izin;

Pencabutlan izin sebagaimana dimaksud pada hural b dilakukan dengan
memberikan  tanda scgel pada  tempat  usaha/kegiatan  dimaksud  dan
ditnangkan kedalam Beorita Acara  Penutupan  usaha  kegiatan,  syang
ditandatangani oleh unsur Dinas, Sat Pol P dan sekurang-kurangnyva 2 {dua)
orang saksi vang berasal darl nnsur Dinas terkait,

BAB VI
KEEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pazal 13

Walikota sesuai dengan kewenangannya meneraplan sanksi administratif
terhadap seliap pelanggaran,

Dalam  melaksanakan kewensngan  penerapan sanksi administratit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan sebagian
kewenangannva kepada Sat. Pol PP

Salpol PP dalam melaksanakan Peneguakan Hukum sanksi administratif kepada
pemilik, pengelola  dan/atau penanggung  jawab  kegiatan/usaha  dapat
berkoordinasi dengan Tim Terpadu 'enegakan Hukum prolokol kesehatan
dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang  tecdien dari unsure
Kepolisian  Kepublik  Indonesia,  Tenbas Nasional  Tndonesia,  dan
Insransi/lembaga terkait lammoya.

Tim Terpadu Penegalian Hubkum sebagaimana dimaksad  pada ayarn )
dibrntuk dan ditctapkan dengan Kepuiusan Walikora,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berfaku selama masa pencegahan dan
pengendalian COVID-19,

Nengan berlakunya Peraturan Walikots ind, maka Peraluran yang mengatur
mareri yang sama masih tetap berlaku sepanjang Udak berfentangan dengan
Peraturan ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 15
Peraturan Wailikota ind mulai berlaloa pada tanggal diundanglaan,

Apar sclap orang mengetahuinya, memerintabkan  pengundangan  Peraturan
Walilcota ind dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kotla Metro

Dhtetapkan Jdi Metro
pads Langgal 23 Junl 2

WALIKOTA METRO,
‘.,..-r'"
AHDI

Ninndangkan di Metro
Prada tanggal 15 Jun 2021

SERKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGEIT RYO UTOMO

BERITA DA KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR .Hﬂ
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Lempiran 1T ¢ Peraturan Walikots Metro
Noune . th T'whun 2021
Tanggal L29 Jua 2021

Contoh : Blanke Tanda terima pembayaran denda
KOF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO
Tanda Terima Pembayaran Denda (TTFPD)
Sudah diterima dari

Alamat

Lenda,/biaya penegakan/pelaksanaan Perda berdasarksn Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor | Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasasn Baru Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian GOV 20149,

Pelanggaran
Diaya sebesar e R
Terhilang
17114 4 PRETER Y
Pelangrar Yanpg menerima
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